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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 	Kajian Pustaka
2.1.1	Standar Akuntansi Pemerintahan
2.1.1.1	Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan
	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Menempuh proses penyusunan yang panjang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Hal tersebut menjadikan provinsi, kabupaten dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Munculnya propinsi, kabupaten dan kota sebagai unit yang mengelola dan melaporkan keuangannya sendiri mendorong perlunya standar pelaporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 yang merupakan turunan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disajikan sesuai dengan akuntansi meskipun belum ada standar akuntansi yang baku.
	Tanggal 5 Juni 2001 Departemen dalam Negeri dan Departemen Keuangan mengambil Inisiatif dengan membuat pedoman penyajian laporan keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001. Sedangkan Depatemen Dalam Negeri mengelurkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 pada tanggal 18 Juni 2002.
	Menteri keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 yang menetapkan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAPD). Kemudian pada tahun 2004 terbit UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan komite standar akuntansi pemerintahan harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) maka keluarlah Keppres Nomor 84 Tahun 2004 yang menetapkan keanggotaan Komite dan namanya pun berubah menjadi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Komite Standar akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 adalah:
	“Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbedaan negara yang berfungsi menyusun mengembangan SAP.”
(2005:(1))

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberikan konsultasi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan Konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.
KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. 

2.1.1.2	 Sistematika Standar Akuntansi Pemerintahan
	Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Kerangka Konseptual. Kerangka Konseptual menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pasal 1 ayat 3, menyatakan:
	“Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.”

(2005: 1(3))
Menurut Indra Bastian kerangka konseptual adalah:
	“Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.”
	(2006:137)
Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
1) Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah keuangan yang belum diatur dalam standar.
3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) yang digunakan dalam dalam pelaporan pertanggungjawaban penyusunan APBD berupa laporan keuangan, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dalam PSAP  Nomor 1,2,3,4. Menurut Indra Bastian:
“SAP No 01 Penyajian Laporan Keuangan
SAP No 02 Laporan Realisasi Anggaran
SAP No 03 Laporan Arus Kas
SAP No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan.”

(2006: 137 - 140)

Berikut merupakan penjelasan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
1. PSAP 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
Pengertian laporan keuangan menurut Nurlan Darise adalah:
“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstuktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”
(2008:49)



Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Indra Bastian adalah:
	“Laporan keuangan merupakan laporan yang berstuktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.”
	(2006:137)
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatau laporan yang disusun berdasarkan struktur yang telah ditetapkan yang menjelaskan mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.
Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan pokok entitas pelaporan keuangan dalam hal ini pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan suatu entitas pelaporan.
2. PSAP 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
Pengertian laporan realisasi anggaran menurut Indra Bastian adalah:
“Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.”
(2006:139)
Sedangkan pengertian laporan realisasi anggaran menurut Nurlan Darise adalah:
	“Laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.”

(2008:49)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan mebandingkan anggaran dengan realisasi dalam satu periode.
3. PSAP 03 Tentang Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi investasi asset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi. 
4. PSAP 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan menurut Indra Bastian adalah:
“Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahamai oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas palaporan.”
(2006:140)


Sedangkan Catatan atas laporan keuangan menurut Nurlan Darise adalah:
	“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.”
(2008:51)
Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan catatan lengkap dari rincian yang ada didalam realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas yang dibuat untuk memeudahkan para entitas pelaporan.
Tujuan pernyataan standar Catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.

2.1.1.3	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
		Penerapan atau pengimplementasiaan standar akuntansi pemerintahan di dalam pelaporan keuangan instansi pemerintahan merupakan hal wajib karena standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pelaporan. Entitas pelaporan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah dan organisasi lainya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 pengertian entitas pelaporan adalah:
	“Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.”

		(2004:04)
		Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa standar akuntansi pemerintahan diterapkan oleh entitas pelaporan sebagai pertanggungjawaban dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh semua pengguna anggaran serta pihak-pihak di luar organisasi agar dapat dipahami atas informasi yang disajikan tersebut. 
		Penerapan standar tersebut dibutuhkan agar informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.1.2.1 Pengertian Anggaran
Anggaran merupakan satu instrumen penting dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin.
Untuk melakukan hak dan kewajibannya serta melakukan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang akan dijadikan suatu pedoman dalam melaksanakan tugas daerah. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu.
Anggaran pemerintah ini pula merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan didalam anggaran disajikan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam suatu rupiah yang disusun menurut klasifikasinya, secara sistematis, jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun anggaran tertentu menggambarkan kegiatan-kegiatan pemerintah bersama-sama rakyat. Pada hakikatnya, tugas pemerintah yang penting adalah dalam hal pengurusan keuangan yang mencakup seluruh bidang itu maka rencana-rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.
Pada dasarnya peranan anggaran dalam organisasi pemerintahan sama dengan peran anggaran dalam organisasi komersial, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi komersial anggaran ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan anggaran organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah terletak pada pencatatan anggaran. Dalam organisasi pemerintahan yang menggunakan akuntansi dana anggaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus akuntansi. Organisasi pemerintah mencatat anggaran agar lebih mudah dalam pengendalian dan penentuan kesesuaian segala aktivitas yang dilakukan dengan peraturan yang tercermin dalam anggaran sedangkan dalam organisasi komersial anggaran dimaksudkan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian tanpa dimaksudkan untuk tujuan pencatatan akuntansi. 
Pengertian anggaran pemerintahan dan anggaran organisasi sebenarnya tidak jauh beda. Pengertian anggaran menurut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah:
“Anggaran merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.”
(2005:114)

Anggaran Pemerintah menurut Nurlan Darise adalah:
	“Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.” 
(2008:133)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pemerintah merupakan dokumen yang berisi rincian pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang di nilai dengan rupiah yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.
Rencana anggaran pemerintah maupun organisasi perusahaan keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu merencanakan dan mengatur berapa besar rupiah yang akan dikeluarkan dalam satu periode suatu tahun anggaran.

2.1.2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah:
	“Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”
		(2005:114)



Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah adalah:
“Anggaran daerah yang lazim disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran keseluruhan perencanaan keuangan dan program kerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang membuat seluruh perkiraan kegiatan dalam bentuk angka-angka baik pada sisi pendapatan maupun pada sisi belanja.”

(1999:1)

	Dari uraian pengertian Anggaran Daerah diatas, terdapat unsur yang penting antara lain:
1. Merupakan suatu rencana keuangan yaitu suatu proses pemikiran dan penentu tentang sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas pemerintah daerah dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Mencerminkan rencana pemerintah daerah yaitu suatu penentuan dan pengambilan keputusan terhadap tugas-tugas yang harus dilakasanakan pemerintah daerah berdasarkan kebijaksanaan pemerintah daerah. Dilain pihak pengambilan keputusan ini merupakan tugas yang dipercayakan pihak legislatif kepada pihak eksekutif untuk melaksankan fungsinya dalam melindungi, mengatur, melayani dan membantu kepentingan masyarakat.
3. Memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk angka dan disusun menurut struktur anggaran yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun.

2.1.2.3	Komponen  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Komponen-komponen yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Nurlan Darise antara lain adalah sebagai berikut:
“1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah.
3. Pembiayaan Daerah.”
(2008:135)
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Secara umum pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
1) Pendapatan Asli Daerah 
Adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, yang bersumber dari ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, terdiri dari:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil dari perusahan milik daerah (BUMD), atau bagian laba usaha perusahaan daerah.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang yang sah.
2) Dana Perimbangan
Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kegiatannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:
a. Dari penerimaan PBB, PPh Pasal 21
b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
c. Penerimaan dari sumber daya alam
d. Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai keseluruhan pengeluarannya dalam rangka disentralisasi. Dan dihitung berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000.
e. Dana alokasi khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk kebutuhan tertentu.
3) Lain-lain Penerimaan yang Sah
Adalah Hibah dan dana darurat untuk keperluan mendesak, misalnya bencana alam yang dinyatakan sebagai bencana nasional yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah.


b. Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Anggaran belanja daerah juga dibagi kedalam dua kelompok, yaitu:
a) Belanja langsung
	Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.
b) Tidak langsung
	Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. 
Dalam anggaran belanja terdapat beberapa jenis belanja antara lain:
1. Belanja Administrasi Umun
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Publik
3. Belanja Transfer
4. Belanja Tak Tersangka
5. Belanja Modal
A.d 1  Belanja Administrasi Umum
	Semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:


1. Belanja Pegawai
Merupakan pengeluaran pemerintah untuk orang/personel yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja Barang
Merupakan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan Dinas
Merupakan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan
Merupakan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. 
A. d 2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Publik
	Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi: belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja pemeliharaan.
A. d 3 Belanja Transfer
	Belanja transfer merupakan penagihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari penagihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran: angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan
A. d 4 Belanja Tak Tersangka
	Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.
A. d 5 Belanja Modal
	Merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan merambah kas atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. 

2.1.3.4	Gambaran Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasai kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operasional planning).
	Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada DPRD. Daerah. tahapan dalam penyusunan APBD menurut Deddi Nordiawan adalah:
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran,
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD),
5. Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(2007: 88)

Untuk lebih jelasnya berikut merupakan penjelasan dari pernyataan diatas:
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Hal-hal yang harus terdapat didalam RKPD:
a. Rancangan kerangka ekonomi daerah
b. Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah (mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
c. Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan RKPD paling lambat disampaikan pada akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berikutnya.
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat AKU adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya periode satu tahun. kebujakan umum APBD disusun berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan dan dijadikan pedomen dalam rangka penyusunan rencangan APBD. Paling lambat dilaksanakan pada awal bulan Juni.
Dalam penyusuana KUA, kepala Daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada akhir juli tahun anggaran berjalan. Dilakukan pada akhir bulan Juli pada tahun anggaran berjalan.
3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai sehingga penentuan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai.
Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan program.
b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan.
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
Pengajuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah pada minggu kedua bulan Juli dan kesepakatanya pada akhir Juli tahun berjalan.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan pembahasan oleh tim anggaran daerah.
Penyusunan Rencana dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan yang klasifikasinya dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.
Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Standar Analisis Belanja, Standar Satuan, Harga, Standar Pelayanan Minimal, Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
RKA-SKPD yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Pembahasan ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD. Prioritas dan plafon anggaran, perkiraan maju yang telah disesuaikan dengan tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainya.
Setelah diadakan pembahasan maka PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung.  Rancangan APBD  ini disampaikan kepada DPRD pada awal bulan Oktober.
Di DPRD, rancangan ini kemudian dibahas bersama dengan tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif. Setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, maka Rancangan APBD tersebut disahkan menjadi APBD yang kemudian ditetapkana dengan Peraturan Daerah (Perda). Dan pelaksanaan APBD itu sendiri menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang.

2.1.3 Hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditunjukan kepada pihak-pihak di luar organisas. Standar akuntasi pemerintahan dibutuhkan buntuk para penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. para pengguna laporan keuangan diluar organisasi akan dapat memahami secara sama dengan penyusunan laporan keuangan.
	Standar akuntansi pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 yaitu:
	“Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

(2005:7)

Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
	Peran Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan menitik beratkan pada peraturan dan pedoman bagi pengguna anggaran untuk menyusun APBD yang berupa laporan keuangan.
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah kota Cimahi dilakukan agar dalam penyusunan APBD dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengunaan dana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Untuk itu jika dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menyebabkan tergangunya efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan APBD, dan sebaliknya jika penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dilaksanakan dengan baik maka efisiensi dan efektifitas penyusunan APBD akan tercapai.
	Penyusunan APBD tidak akan terlepas dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu serta menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD diperlukan untuk meningkatkan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sehinggan dapat terwujud pembangunan yang adil dan merata serta dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.


2.2	Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis
2.2.1	Kerangka Pemikiran
	Organisasi pemerintah mempunyai tujuan yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai sumber daya yang secara ekonomis terbatas jumlahnya. Oleh karena itu dalam penggunaannya dituntut untuk digunakan secara efektif dan efisien.
	Untuk memudahkan pemahaman dan maksud yang terkandung dan untuk mendapat pengertian yang seragam, maka dibawah ini akan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24, yaitu:
	“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengeluaran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.” 
(2005: 2)
Sedangkan pengertian akuntansi menurut Suwardjono, adalah:
“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan menginterepetasikan hasil proses tersebut.”

(2005: 2)

	Organisasi pemerintahan atau disebut juga sektor publik merupakan birokrasi dan kesatuan ekonomi yang ditangani oleh pemerintah sesuai dengan kewenamgannya. Ilmu akuntansi mengenai keuangan sektor publik disebut dengan akuntansi sektor publik , Adapun pengertian akuntansi sektor publik menurut Ihyaul Ulum MD, mengatakan bahwa:
“Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.”

(2005:9)

	Akuntasi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi bukan hanya merupakan pembukuan, pencatatan transaksi saja, tetapi juga bisa sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi kualitataif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi. Istilah dari entitas disini dapat diartikan sebagai satuan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi pemerintah. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi pemerintah/lembaga non profit dikenal dengan akuntansi sektor publik.
	Pemerintah daerah merupakan satuan organisasi non profit, maka akuntansi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, yaitu akuntansi pemerintahan termasuk ke dalam akuntansi sektor publik.
	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah, yaitu:
	“Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah."
(2005: 2,(1))
	Standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar akuntansi pemerintahan yang kemudian disebut dengan PSAP, merupakan penjabaran dari standar akuntansi pemerintahan yang terdiri dari:
1. PSAP Nomor 1 mengenai Penyajian laporan keuangan,
2. PSAP Nomor 2 mengenai laporan realisasi anggaran,
3. PSAP Nomor 3 mengenai laporan arus kas, 
4. PSAP Nomor 4 mengenai catatan atas laporan keuangan.

(PP No 24, 2005: 4)
Penerapan atau mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan ditujukan kepada sumber daya Manusia sebagai pengguna dari SAP tersebut, maka selain PSAP tadi, indikator dalam penerapan SAP yang lainnya adalah Sumber Daya manusia (SDM).
	Pemerintah daerah wajib menyusun rencana atas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat umum yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang secara terperinci dapat dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah secara konsisten dapat dijabarkan secara operasional dalam bidang keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan.
	Dalam Penyusunan  APBD, diperlukan adanya standar agar penyusunan APBD tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh sebab itu diperlukan adanya standar akuntansi pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
		Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran,
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD),
5. Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(Nurlan Darise, 2008: 150)
	Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu dalam rangka pelaksanaan penyusunan serta  laporan realisasi anggaran. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
	Dalam penyusunan APBD tidak dapat terlepas dari standar akuntansi pemerintahan. Adapun teori yang mendukung mengenai pengaruh impelementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 mengenai pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap penyusunan APBD adalah sebagai berikut:
	“Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

(2005:7)

	Berdasarkan pengertian diatas maka dengan demikian cukup jelas bahwa Secara teoritis terdapat keterkaitan antara impementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berpengaruh terhadap peenyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh Jamason Sinaga tahun 2007 dengan judul penelitian “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).” Dalam penelitian ini standar akuntansi pemerintahan merupakan Variabel Y, sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis standar akuntansi pemerintahan merupakan Variabel X, Dalam penelitian sebelumnya pembahasan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya lebih menekankan pada faktor penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance, Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance  yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
	Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Farida Aryani 2008 yang berjudul “Peran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” memiliki perbedaan yang sama yatu dilihat dari variabel yang digunakan, Variabel Y yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah mengenai pengelolaan keuangan Daerah, sedangkan variabel Y yang digunakan peneliti sekarang adalah mengenai penyusunan APBD. Dalam pembahasanya peneliti sebelumnya membahas tentang Transaksi keuangan pemerintah dan laporannya yaitu laporan keuangan dengan format khusus untuk pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2.1
Jurnal Penelitian
		
	No
	Nama
	Tahun
	Judul
	Kesimpulan
	Perbedaan
	Persamaan

	1
	Jamason Sinaga
	2007
	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Blitar)
	Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ini menunjukan Bahwa Faktor Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance, Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance  yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

	· Dalam jurnal yang ditulis oleh Jamason Sinaga SAP merupakan Variabel Y sedangkan yang SAP yang penelitian yang peneliti lakukan SAP merupakan Variabel X.
· Lokasi/ tempat Penelitian, Instansi yang diteliti.
	Penelitian mengenai Penyusunan Laporan Keuangan yang Berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

	2
	Farida Aryani
	2008
	Peran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
	Transaksi keuangan pemerintah dan laporannya pun adalah laporan keuangan dengan format khusus untuk pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP ini hanya mengatur pengakuan, penilaian, dan pengungkapan.
	· Variabel Y yang digunakan oleh peneliti Farida Aryani adalah Pelaporan Keuangan.
· Lokasi/ tempat Penelitian, Instansi yang diteliti.
	Penelitian mengenai Penyusunan Laporan Keuangan yang Berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)


 (
PEMERINTAH
)

 (
KSAP
)
 (
Penetapan APBD
)

 (
APBD
) (
SAP
)
 (
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005
)
 (
Belanja
) (
Pendapatan
)
 (
Belanja langsung
Belanja tidak langsung
) (
Pajak daeah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pendapatan daerah
) (
Implementasi SAP
) (
PSAP
)

 (
PSAP No.1 mengenai Penyajian laporan keuangan,
PSAP Nomor 2 mengenai laporan realisasi anggaran
PSAP Nomor 3 mengenai laporan arus kas
PSAP Nomor 4 mengenai catatan atas laporan keuangan
(PP No. 24
,2005:4
)
Sumber Daya manusia (SDM
)
(Indra Bastian 2006:190)
)

 (
Penyusunan APBD
)
 (
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran,
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD),
Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(Nurlan Darise, 2008 150)
)
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Pengaruh Impementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
)


GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN


2.3 Hipotesis
Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah “Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.”
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